


























PROSEDUR 1. Pasien datang di instalasi gawat darurat, sementara
keluarga pasien/pengantar pasien mengurus pendaftaran
di loket TPPGD. Untuk beberapa kasus tertentu seperti
pasien yang datang dalam keadaan terpapar
polutan/kotoran lain, maka pasien akan dibersihkan
terlebih dahulu di ruang dekontaminasi (apabila kondisi
umum memungkinkan) baru bisa masuk ruang IGD.

2. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase
yaitu dengan menerima pasien, melakukan
penilaian cepat tentang keadaan Minis pasien,
memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan
kegawatdaruratan:

3. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai
kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan
pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter
spesialis.

4. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan
stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan
pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter
spesialis. Dan untuk kondisi tertentu, jika diperlukan
pasien juga bisa langsung menuju OK atau ICU untuk
perawatan lebih lanjut.

5. Setelah selesai keluarga pasien melakukan pengurusan
administrasi untuk :

a. Pulang,
b. Rawat inap, atau
c. Rujuk ke RS yang lebih tinggi.
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LAMPIRAN 6 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015
TANGGAL: MEI 2015

TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN

INSTALASI PERTOLONGAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI

Dasar hukum 1.

PERSYARATAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan Dalam Penyelenggaraaan Program Jaminan
Kesehatan.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor
568/ Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Pelayanan
Perinatal di Rumah Sakit.

5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012
Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan

Kabupaten Magelang.

6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang
Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang
Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan

Kesehatan Masyarakat.

7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014
Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah
Muntilan Kabupaten Magelang.

8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang
Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang
Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan
Kesehatan Masyarakat.

Pasien Umum :

Surat pernyataan kesanggupan biaya umum

Pasien Jamkesda :
l.Bagi bayi yang sehat : jaminan kesehatannya jadi

satu dengan ibu. (KK/Surat Nikah, KTP orang tua,
Surat Rujukan, Kartu Jamkesda. Masing-masing
fotokopi rangkap 9)

2. Bagi bayi yang sakit/bayi bermasalah dengan
kesehatan : (KK/Surat Nikah, KTP orang tua, Surat
Rujukan, Kartu Jamkesda, surat keterangan lahir
dari kelurahan. Masing-masing fotokopi rangkap 9)
















































